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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami penjatuhan pidana atas
pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan militer, dan untuk
mengetahui bentuk pemidanaan atau putusan pidana bagi anggota militer yang
melakukan penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Di samping itu, untuk mengetahui konsep dan bentuk
pembaharuan dalam system peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas
penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori hukum pembangunan. Metode
penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif
analitis, yaitu memberikan paparan atau gambaran yang logis dan sistematis. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak
pidana narkotika oleh anggota militer dalam sistem peradilan militer dengan cara
menentukan dasar-asar dan pengaturan-pengaturan tentang tindakan yang merupakan
larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam dengan ketentuan
pidana karena pada Pasal 1 KUHPMiliter mengatur pemberlakuan ketentuan Hukum
Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
Oleh karena itu, pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dimana prajurit atau
anggota militer didakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
sehingga peradilan militer dapat menyertakan sebagai perkara koneksitas pada tingkat
kasasi di Mahkamah Agung. Bentuk pemidanaan bagi anggota militer yang
melakukan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan ketentuan KUHPMiliter dilaksanakan melalui koneksitas
antara sistem peradilan militer dengan sistem peradilan umum dengan mengacu pada
ketentuan Undang-Undang Narkotika sehingga bentuk pemidanaan terhadap anggota
militer pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 yang melakukan penyalahgunaan
narkotika adalah berdasarkan ketentuan hukum pidana, berupa pidana penjara.
Pembaharuan hukum sistem peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas
penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI adalah menjamin pada keteraturan yang
dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi
keduanya dimana hukum pidana militer maupun hukum pidana umum bukan sebagai
alat melainkan sarana pembaharuan yang hidup dalam masyarakat dengan mengacu
pada kajian studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dalam perkara penyalahgunaan
narkotika oleh anggota militer mengaitkan hubungan antara peradilan militer dengan
peradilan pidana umum karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa
(extra ordniary) sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika dikenakan ketentuan
hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.
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This research was conducted to find out and explore criminal charges against
perpetrators of narcotics abuse in the military justice system, and to find out the
forms of criminal convictions or decisions for members of the military who commit
narcotics abuse according to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning
Narcotics. In addition, to find out the concepts and forms of renewal in the military
justice system in efforts to enforce the law on narcotics abuse by members of the
military.

The theory used in this study is the theory of state law and the theory of
development law.

The research method used in this thesis is descriptive analytical research, which
provides a logical and systematic explanation or description.

The results of this study conclude that the regulation of criminal sanctions for
perpetrators of narcotics crimes by members of the military in the military justice
system by way of determining basic principles and arrangements regarding actions
which are prohibitions and necessities and against violations that are threatened with
criminal provisions because Article 1 of the Criminal Code regulate the enforcement
of the provisions of the General Criminal Law, unless there are deviations stipulated
by the Act. Therefore, in the study of verdict Number 277 / K / MIL / 2017 where
soldiers or members of the military were charged with committing criminal acts of
narcotics abuse so that military courts could include as cases of connection to the
level of appeal at the Supreme Court. The form of punishment for members of the
military who commit narcotics abuse seen from Law No. 35 of 2009 concerning
Narcotics and the provisions of the Criminal Procedure Code is carried out through
connectivity between the military justice system and the general justice system with
reference to the Narcotics Law so that forms of punishment against military members
Decision Number 277 / K/ MIL / 2017 that commits narcotics abuse is based on the
provisions of criminal law, in the form of imprisonment. The legal reform of the
military justice system in efforts to enforce the law on narcotics abuse by TNI soldiers
is to guarantee the regularity that can be assisted by legislation or court decisions or
a combination of both where military criminal law and general criminal law are not
tools but means of renewal that live in society with reference to the study study of
decision No. 277 / K/ MIL / 2017 in the case of narcotics abuse by members of the
military linking the relationship between military justice and general criminal justice
because narcotics crimes are extra ordniary so that perpetrators of narcotics abuse
are subject to general criminal law provisions as stipulated in Law Number 35 of
2009 concerning Narcotics.
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